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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 
PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN 
BIROKRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI PUSAT YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden Nomor 50 
Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan 
Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang 
Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat yang 
Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), UU 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No.5494), PP 45 Tahun 2013 (LN 
Tahun 2013 No. 185, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 
2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No.6267), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 
63, TLN No.6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 
No.68, TLN No.6477), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres RI 50 
Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.84), Permenkeu RI 190/PMK.01/2012 (BN Tahun 2012 
No.1191) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 178/PMK.01/2018 (BN 
Tahun 2018 No.1736), Permenkeu RI 80/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No.865), 
Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pemberian dan penghentian 
pembayaran penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi 
PNS di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. 
Pejabat Aclministrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional diberikan penghasilan 
yang besarannya ticlak mengalami penurunan clibancling penghasilan sebelumnya saat 
menduduki jabatan administrasi. Berdasarkan pemetaan penurunan penghasilan, PPK 
membuat daftar perhitungan pembayaran berdasarkan komponen penghasilan yang 
mengalami penurunan. Dalam hal komponen penghasilan yang mengalami penurunan 
penghasilan adalah tunjangan jabatan dan/ atau tunjangan lain yang melekat pada 
jabatan, daftar perhitungan pembayaran penghasilan dibuat dengan menggunakan 
aplikasi gaji. Dalam hal terdapat kelebihan/keterlanjuran pembayaran penghasilan 
Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional, 
kelebihart/keterlanjuran pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dilakukan 
pengembalian/penyetoran ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 September 2022 dan diundangkan 
pada tanggal 13 September 2022. 

  - Lampiran halaman 10- 17. 

 


